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KATA PENGANTAR 
 

 

 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat 

dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul "Manajemen Strategis 

Sektor Publik: Teori, Formulasi, dan Implementasi di Era 

Governance" ini dapat diselesaikan dengan baik. 

Dunia sektor publik saat ini tengah berada di persimpangan jalan 

yang krusial. Perubahan lingkungan eksternal yang serba cepat, 

disrupsi teknologi, serta tuntutan masyarakat yang semakin kritis 

menuntut organisasi publik untuk tidak lagi sekadar menjalankan 

rutinitas birokrasi. Di sinilah pentingnya manajemen strategis; sebuah 

kompas yang memandu organisasi publik untuk tetap relevan, adaptif, 

dan mampu menciptakan nilai publik (public value) yang nyata. 

Buku ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif 

mengenai bagaimana manajemen strategis diadaptasi dari dunia 

korporasi ke dalam karakteristik unik sektor publik yang penuh 

dengan kompleksitas politik dan nilai-nilai kemasyarakatan. Penulis 

membagi pembahasan ke dalam tiga pilar utama: 

1. Teori: Menelusuri akar filosofis dan evolusi pemikiran manajemen 

strategis dari masa ke masa. 

2. Formulasi: Bagaimana merancang strategi yang tidak hanya 

visioner, tetapi juga selaras dengan tata kelola (governance) yang 

inklusif dan transparan. 

3. Implementasi: Membedah tantangan nyata dalam mengeksekusi 

rencana di lapangan, di mana kepemimpinan dan budaya 

organisasi menjadi penentu utama keberhasilan. 

Hadirnya istilah "Era Governance" dalam judul buku ini bukan 

tanpa alasan. Penulis ingin menekankan bahwa manajemen strategis 

hari ini tidak lagi dilakukan secara terisolasi di dalam gedung 

pemerintahan, melainkan melalui kolaborasi lintas sektor 

pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. 
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Buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan berharga bagi para 

mahasiswa, akademisi, praktisi birokrasi, serta pengambil kebijakan 

yang ingin memperdalam pemahaman mengenai seni dan sains dalam 

mengelola organisasi publik secara strategis. 

Akhir kata, semoga buah pemikiran dalam buku ini dapat 

memberikan kontribusi positif bagi kemajuan tata kelola sektor publik 

di Indonesia. 

 

Selamat membaca. 

 

Tim Penulis 
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Pendahuluan 
Manajemen strategik sektor publik merupakan bidang kajian yang 

semakin memperoleh perhatian signifikan dalam ilmu administrasi 

publik dan manajemen organisasi di era kontemporer.  

Perubahan lingkungan eksternal yang cepat, tuntutan masyarakat 

akan pelayanan publik yang berkualitas, meningkatnya kompleksitas 

kebijakan publik, serta dinamika reformasi birokrasi telah 

menjadikan kebutuhan untuk merumuskan, mengimplementasikan, 

dan mengevaluasi strategi yang efektif sebagai aspek fundamental 

bagi keberhasilan organisasi sektor publik.  

Fenomena ini terlihat dari upaya pemerintah di berbagai negara, 

termasuk Indonesia, untuk mengintegrasikan pendekatan strategik 

dalam perencanaan pembangunan nasional, perumusan kebijakan 

pelayanan publik, serta reformasi birokrasi yang berorientasi pada 

penciptaan nilai publik (public value) yang tinggi (Star dkk., 2025).  

Secara historis, konsep manajemen strategik tumbuh dari praktik 

di sektor swasta yang berfokus pada keunggulan kompetitif dan 

pencapaian tujuan jangka panjang. Namun, sejak dekade 1980-an, 

melalui gelombang reformasi administrasi publik seperti New Public 

Management (NPM) dan upaya reinventing government, prinsip-

prinsip strategik ini mulai diadopsi dan disesuaikan dengan 

karakteristik unik sektor publik yang berorientasi pada pelayanan 

masyarakat dan akuntabilitas publik. Paradigma ini menekankan 

kebutuhan untuk tidak hanya merespon perubahan lingkungan, tetapi 

juga memandu arah kebijakan dan program pembangunan secara 

proaktif dan adaptif (Purwanto, 2021).  

Esensi manajemen strategik sektor publik terletak pada 

kemampuan organisasi untuk melakukan perumusan strategi yang 

visioner, implementasi yang konsisten, serta evaluasi yang sistematis 

atas pencapaian tujuan organisasi. Pendekatan ini membantu 

organisasi publik dalam mengelola sumber daya yang terbatas, 

menghadapi tekanan pemerintahan yang semakin dinamis, serta 

memenuhi ekspektasi masyarakat yang kian berkembang.  

Selain itu, manajemen strategik juga menjadi instrumen penting 

dalam proses good governance, di mana transparansi, responsivitas, 

dan efektivitas pelayanan publik menjadi tuntutan utama dalam tata 

kelola pemerintahan modern (Star dkk., 2025). Urgensi pembahasan 
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manajemen strategik sektor publik juga didorong oleh tantangan 

kontemporer seperti perubahan demografis, globalisasi, digitalisasi 

layanan publik, serta krisis multidimensional (misalnya pandemi, 

resesi ekonomi, dan perubahan iklim) yang menuntut respons 

strategik dari institusi pemerintah dan organisasi publik lainnya.  

Sistem perencanaan strategik tidak lagi menjadi sekedar alat 

administratif, tetapi menjadi landasan fundamental yang menentukan 

kemampuan organisasi dalam mempertahankan relevansi, efektivitas, 

dan legitimasi di mata publik. Konsep ini juga relevan dalam konteks 

pembangunan berkelanjutan, di mana sinergi antara strategi 

organisasi dan tujuan pembangunan nasional menjadi kebutuhan 

yang tak terelakkan (Star dkk., 2025). Teoritis, manajemen strategik 

sektor publik didasarkan pada beberapa konsep inti dalam 

manajemen dan administrasi publik.  

Pertama, teori strategic planning yang menekankan proses 

integratif dalam merumuskan tindakan strategik guna mencapai 

sasaran organisasi. Kedua, pendekatan stakeholder theory yang 

menggarisbawahi pentingnya mengidentifikasi dan melibatkan 

pemangku kepentingan dalam setiap tahap manajemen strategik 

untuk memperkuat legitimasi dan dukungan terhadap kebijakan. 

Ketiga, teori resource-based view yang membantu organisasi publik 

memahami bagaimana alokasi sumber daya internal yang efektif 

dapat menjadi basis pencapaian kinerja yang superior. Teori-teori ini 

secara kolektif menjelaskan mengapa proses strategik perlu menjadi 

pusat perhatian dalam pengelolaan organisasi publik yang kompleks 

(McNabb & Lee, 2021).  

Landasan akademik tersebut mempertegas bahwa pembahasan 

mengenai esensi dan urgensi manajemen strategik sektor publik tidak 

hanya penting secara teoritis, tetapi juga krusial secara praktis untuk 

menjawab tantangan nyata dalam manajemen pemerintahan dan 

pelayanan publik.  

Melalui pemahaman yang mendalam terhadap konsep-konsep 

strategik ini, organisasi publik diharapkan mampu meningkatkan 

kapasitas adaptasi, inovasi, dan performa organisasional dalam 

mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi 

pada kesejahteraan masyarakat luas. 
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Paradigma Baru Pemerintahan 

Paradigma baru pemerintahan adalah pergeseran cara pandang dari 

model lama (hierarkis dan birokratis) menuju pendekatan yang lebih 

modern, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil, yang mencakup 

konsep seperti Good Governance (partisipasi publik, 

transparansi), New Public Management (NPM) (efisiensi ala 

swasta), Evidence-Based Policy (kebijakan berbasis data), 

dan Agile/Dynamic Governance (responsif terhadap perubahan). 

Tujuannya adalah mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, 

efisien, akuntabel, dan melayani warga negara sebagai mitra, bukan 

sekadar pelanggan.  

1. Good Governance 

Menekankan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan 

masyarakat, dengan pilar transparansi, akuntabilitas, dan 

partisipasi untuk pembangunan berkelanjutan.  

2. New Public Management (NPM) 

Mengadopsi praktik manajemen sektor swasta (efisiensi, 

efektivitas) ke sektor publik untuk meningkatkan kinerja dan 

kesejahteraan. 

3. Evidence-Based Policy (EBP) 

Pengambilan keputusan kebijakan berdasarkan bukti ilmiah, riset, 

dan analisis data yang kuat, bukan asumsi semata. 

4. Agile & Dynamic Governance 

Membangun pemerintahan yang tangkas (agile) dan adaptif 

(dynamic) terhadap perubahan cepat, terutama di era digital 

(Revolusi Industri 4.0). 

5. New Public Service (NPS) 

Fokus melayani warga negara secara langsung, menganggap warga 

sebagai mitra, dan memprioritaskan nilai-nilai publik di atas 

efisiensi.  

 

Ciri-Ciri Pemerintahan Modern (Paradigma Baru) 

1. Berbasis Elektronik (e-Government): memanfaatkan teknologi 

untuk pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah (contoh: PPID, 

SPBE). 

https://www.google.com/search?q=Good+Governance&oq=paradigma+baru+pemerintahan+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQRRg7MggIAhAAGBYYHjIICAMQABgWGB4yDQgEEAAYhgMYgAQYigUyDQgFEAAYhgMYgAQYigUyDQgGEAAYhgMYgAQYigUyCggHEAAYgAQYogQyCggIEAAYgAQYogQyBwgJEAAY7wXSAQoxNzQyNmowajE1qAIIsAIB8QWllmeeD-EWjPEFpZZnng_hFow&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfD9nXXOf8TMrtCdiYTzVOQEJmvWikeYOaP6ka51hm2C8xGodfN77_EsKuShY22MT2WtGPWUawwCAHkkW9xfGF8OIuOF92ZmY73OuQbYAqCK7VDU3bkiaWiAWPt9hVl4Y1agxru_Ao_lZbhJC7BD1vWtkoZpOnPmQ8rjmg5J7vqlByY&csui=3&ved=2ahUKEwjY8svvw6-RAxUvxDgGHdmaBf8QgK4QegQIAxAB
https://www.google.com/search?q=New+Public+Management+%28NPM%29&oq=paradigma+baru+pemerintahan+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQRRg7MggIAhAAGBYYHjIICAMQABgWGB4yDQgEEAAYhgMYgAQYigUyDQgFEAAYhgMYgAQYigUyDQgGEAAYhgMYgAQYigUyCggHEAAYgAQYogQyCggIEAAYgAQYogQyBwgJEAAY7wXSAQoxNzQyNmowajE1qAIIsAIB8QWllmeeD-EWjPEFpZZnng_hFow&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfD9nXXOf8TMrtCdiYTzVOQEJmvWikeYOaP6ka51hm2C8xGodfN77_EsKuShY22MT2WtGPWUawwCAHkkW9xfGF8OIuOF92ZmY73OuQbYAqCK7VDU3bkiaWiAWPt9hVl4Y1agxru_Ao_lZbhJC7BD1vWtkoZpOnPmQ8rjmg5J7vqlByY&csui=3&ved=2ahUKEwjY8svvw6-RAxUvxDgGHdmaBf8QgK4QegQIAxAD
https://www.google.com/search?q=New+Public+Management+%28NPM%29&oq=paradigma+baru+pemerintahan+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQRRg7MggIAhAAGBYYHjIICAMQABgWGB4yDQgEEAAYhgMYgAQYigUyDQgFEAAYhgMYgAQYigUyDQgGEAAYhgMYgAQYigUyCggHEAAYgAQYogQyCggIEAAYgAQYogQyBwgJEAAY7wXSAQoxNzQyNmowajE1qAIIsAIB8QWllmeeD-EWjPEFpZZnng_hFow&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfD9nXXOf8TMrtCdiYTzVOQEJmvWikeYOaP6ka51hm2C8xGodfN77_EsKuShY22MT2WtGPWUawwCAHkkW9xfGF8OIuOF92ZmY73OuQbYAqCK7VDU3bkiaWiAWPt9hVl4Y1agxru_Ao_lZbhJC7BD1vWtkoZpOnPmQ8rjmg5J7vqlByY&csui=3&ved=2ahUKEwjY8svvw6-RAxUvxDgGHdmaBf8QgK4QegQIAxAD
https://www.google.com/search?q=Evidence-Based+Policy+%28EBP%29&oq=paradigma+baru+pemerintahan+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQRRg7MggIAhAAGBYYHjIICAMQABgWGB4yDQgEEAAYhgMYgAQYigUyDQgFEAAYhgMYgAQYigUyDQgGEAAYhgMYgAQYigUyCggHEAAYgAQYogQyCggIEAAYgAQYogQyBwgJEAAY7wXSAQoxNzQyNmowajE1qAIIsAIB8QWllmeeD-EWjPEFpZZnng_hFow&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfD9nXXOf8TMrtCdiYTzVOQEJmvWikeYOaP6ka51hm2C8xGodfN77_EsKuShY22MT2WtGPWUawwCAHkkW9xfGF8OIuOF92ZmY73OuQbYAqCK7VDU3bkiaWiAWPt9hVl4Y1agxru_Ao_lZbhJC7BD1vWtkoZpOnPmQ8rjmg5J7vqlByY&csui=3&ved=2ahUKEwjY8svvw6-RAxUvxDgGHdmaBf8QgK4QegQIAxAF
https://www.google.com/search?q=Evidence-Based+Policy+%28EBP%29&oq=paradigma+baru+pemerintahan+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQRRg7MggIAhAAGBYYHjIICAMQABgWGB4yDQgEEAAYhgMYgAQYigUyDQgFEAAYhgMYgAQYigUyDQgGEAAYhgMYgAQYigUyCggHEAAYgAQYogQyCggIEAAYgAQYogQyBwgJEAAY7wXSAQoxNzQyNmowajE1qAIIsAIB8QWllmeeD-EWjPEFpZZnng_hFow&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfD9nXXOf8TMrtCdiYTzVOQEJmvWikeYOaP6ka51hm2C8xGodfN77_EsKuShY22MT2WtGPWUawwCAHkkW9xfGF8OIuOF92ZmY73OuQbYAqCK7VDU3bkiaWiAWPt9hVl4Y1agxru_Ao_lZbhJC7BD1vWtkoZpOnPmQ8rjmg5J7vqlByY&csui=3&ved=2ahUKEwjY8svvw6-RAxUvxDgGHdmaBf8QgK4QegQIAxAF
https://www.google.com/search?q=Agile+%26+Dynamic+Governance&oq=paradigma+baru+pemerintahan+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQRRg7MggIAhAAGBYYHjIICAMQABgWGB4yDQgEEAAYhgMYgAQYigUyDQgFEAAYhgMYgAQYigUyDQgGEAAYhgMYgAQYigUyCggHEAAYgAQYogQyCggIEAAYgAQYogQyBwgJEAAY7wXSAQoxNzQyNmowajE1qAIIsAIB8QWllmeeD-EWjPEFpZZnng_hFow&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfD9nXXOf8TMrtCdiYTzVOQEJmvWikeYOaP6ka51hm2C8xGodfN77_EsKuShY22MT2WtGPWUawwCAHkkW9xfGF8OIuOF92ZmY73OuQbYAqCK7VDU3bkiaWiAWPt9hVl4Y1agxru_Ao_lZbhJC7BD1vWtkoZpOnPmQ8rjmg5J7vqlByY&csui=3&ved=2ahUKEwjY8svvw6-RAxUvxDgGHdmaBf8QgK4QegQIAxAH
https://www.google.com/search?q=Agile+%26+Dynamic+Governance&oq=paradigma+baru+pemerintahan+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQRRg7MggIAhAAGBYYHjIICAMQABgWGB4yDQgEEAAYhgMYgAQYigUyDQgFEAAYhgMYgAQYigUyDQgGEAAYhgMYgAQYigUyCggHEAAYgAQYogQyCggIEAAYgAQYogQyBwgJEAAY7wXSAQoxNzQyNmowajE1qAIIsAIB8QWllmeeD-EWjPEFpZZnng_hFow&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfD9nXXOf8TMrtCdiYTzVOQEJmvWikeYOaP6ka51hm2C8xGodfN77_EsKuShY22MT2WtGPWUawwCAHkkW9xfGF8OIuOF92ZmY73OuQbYAqCK7VDU3bkiaWiAWPt9hVl4Y1agxru_Ao_lZbhJC7BD1vWtkoZpOnPmQ8rjmg5J7vqlByY&csui=3&ved=2ahUKEwjY8svvw6-RAxUvxDgGHdmaBf8QgK4QegQIAxAH
https://www.google.com/search?q=Agile+%26+Dynamic+Governance&oq=paradigma+baru+pemerintahan+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQRRg7MggIAhAAGBYYHjIICAMQABgWGB4yDQgEEAAYhgMYgAQYigUyDQgFEAAYhgMYgAQYigUyDQgGEAAYhgMYgAQYigUyCggHEAAYgAQYogQyCggIEAAYgAQYogQyBwgJEAAY7wXSAQoxNzQyNmowajE1qAIIsAIB8QWllmeeD-EWjPEFpZZnng_hFow&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfD9nXXOf8TMrtCdiYTzVOQEJmvWikeYOaP6ka51hm2C8xGodfN77_EsKuShY22MT2WtGPWUawwCAHkkW9xfGF8OIuOF92ZmY73OuQbYAqCK7VDU3bkiaWiAWPt9hVl4Y1agxru_Ao_lZbhJC7BD1vWtkoZpOnPmQ8rjmg5J7vqlByY&csui=3&ved=2ahUKEwjY8svvw6-RAxUvxDgGHdmaBf8QgK4QegQIAxAH
https://www.google.com/search?q=New+Public+Service+%28NPS%29&oq=paradigma+baru+pemerintahan+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQRRg7MggIAhAAGBYYHjIICAMQABgWGB4yDQgEEAAYhgMYgAQYigUyDQgFEAAYhgMYgAQYigUyDQgGEAAYhgMYgAQYigUyCggHEAAYgAQYogQyCggIEAAYgAQYogQyBwgJEAAY7wXSAQoxNzQyNmowajE1qAIIsAIB8QWllmeeD-EWjPEFpZZnng_hFow&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfD9nXXOf8TMrtCdiYTzVOQEJmvWikeYOaP6ka51hm2C8xGodfN77_EsKuShY22MT2WtGPWUawwCAHkkW9xfGF8OIuOF92ZmY73OuQbYAqCK7VDU3bkiaWiAWPt9hVl4Y1agxru_Ao_lZbhJC7BD1vWtkoZpOnPmQ8rjmg5J7vqlByY&csui=3&ved=2ahUKEwjY8svvw6-RAxUvxDgGHdmaBf8QgK4QegQIAxAJ
https://www.google.com/search?q=New+Public+Service+%28NPS%29&oq=paradigma+baru+pemerintahan+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQRRg7MggIAhAAGBYYHjIICAMQABgWGB4yDQgEEAAYhgMYgAQYigUyDQgFEAAYhgMYgAQYigUyDQgGEAAYhgMYgAQYigUyCggHEAAYgAQYogQyCggIEAAYgAQYogQyBwgJEAAY7wXSAQoxNzQyNmowajE1qAIIsAIB8QWllmeeD-EWjPEFpZZnng_hFow&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfD9nXXOf8TMrtCdiYTzVOQEJmvWikeYOaP6ka51hm2C8xGodfN77_EsKuShY22MT2WtGPWUawwCAHkkW9xfGF8OIuOF92ZmY73OuQbYAqCK7VDU3bkiaWiAWPt9hVl4Y1agxru_Ao_lZbhJC7BD1vWtkoZpOnPmQ8rjmg5J7vqlByY&csui=3&ved=2ahUKEwjY8svvw6-RAxUvxDgGHdmaBf8QgK4QegQIAxAJ
https://www.google.com/search?q=Ciri-ciri+Pemerintahan+Modern+%28Paradigma+Baru%29&oq=paradigma+baru+pemerintahan+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQRRg7MggIAhAAGBYYHjIICAMQABgWGB4yDQgEEAAYhgMYgAQYigUyDQgFEAAYhgMYgAQYigUyDQgGEAAYhgMYgAQYigUyCggHEAAYgAQYogQyCggIEAAYgAQYogQyBwgJEAAY7wXSAQoxNzQyNmowajE1qAIIsAIB8QWllmeeD-EWjPEFpZZnng_hFow&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfD9nXXOf8TMrtCdiYTzVOQEJmvWikeYOaP6ka51hm2C8xGodfN77_EsKuShY22MT2WtGPWUawwCAHkkW9xfGF8OIuOF92ZmY73OuQbYAqCK7VDU3bkiaWiAWPt9hVl4Y1agxru_Ao_lZbhJC7BD1vWtkoZpOnPmQ8rjmg5J7vqlByY&csui=3&ved=2ahUKEwjY8svvw6-RAxUvxDgGHdmaBf8QgK4QegQIBBAA
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2. Partisipatif & Kolaboratif: melibatkan warga dan berbagai aktor 

dalam perumusan kebijakan dan program. 

3. Adaptif & Responsif: mampu menyesuaikan diri dengan kondisi 

dan tantangan yang berubah, seperti krisis atau tuntutan 

masyarakat. 

4. Berorientasi Hasil (Outcome-Oriented): tidak hanya fokus pada 

proses, tetapi pada dampak nyata bagi masyarakat. 

5. ASN BerAKHLAK: aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan 

memiliki nilai dasar Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, 

Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.  

 

Mengapa Diperlukan: perubahan ini muncul karena model 

pemerintahan lama dianggap kurang efektif dalam menghadapi 

kompleksitas masalah modern, tuntutan transparansi, dan kecepatan 

perubahan di era digital, sehingga diperlukan cara pandang baru 

untuk mencapai pembangunan yang lebih baik.   

Gambar 2.1: Reformasi Birokrasi 

Sumber: Diolah Penulis.  
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Perkembangan paradigma dalam birokrasi pemerintahan 

bergerak mengikuti dinamika teori, konsep, dan pendekatan yang 

berkembang dalam ilmu administrasi negara. Evolusi pemikiran 

administrasi publik tidak terjadi secara tunggal, tetapi melalui 

berbagai aliran utama, seperti:     

1. Manajemen    Ilmiah (scientific management), 

2. Pendekatan Hubungan  Kemanusiaan  (Human Relation),  

3. Perspektif kelembagaan, 

4. Pendekatan Perilaku Organisasi, serta, 

5. Organisasi serta manajemen modern (Kast dan Resenzwight, 

1981).  

 

Di sisi lain, Mustapa Didjaya (1985) melihat bahwa praktik 

administrasi publik sesungguhnya beroperasi dalam empat pola 

besar, yaitu paradigma struktural-fungsional, paradigma perilaku, 

paradigma sistemik, dan paradigma deterministik publik. Keterkaitan 

antara paradigma administrasi negara dengan birokrasi 

pemerintahan sangat signifikan karena birokrasi merupakan 

instrumen utama yang menjalankan fungsi administrasi negara. Oleh 

sebab itu, orientasi birokrasi pemerintah terus berubah melalui 

proses redefinisi, penataan ulang orientasi, revitalisasi, dan 

penegasan kembali fungsinya, sejalan dengan temuan empiris dalam 

praktik penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya, setiap 

perubahan paradigma administrasi negara akan mempengaruhi 

orientasi birokrasi pemerintah, terutama dalam pengambilan 

kebijakan dan penyediaan layanan publik. 

H.G. Henderson (1976) juga menjelaskan bahwa evolusi birokrasi 

mengenal beberapa paradigma awal, antara lain birokrasi klasik, 

birokrasi neoklasik, dan birokrasi yang berorientasi pada hubungan 

manusia. Perkembangan konsep tersebut kemudian mendorong 

munculnya paradigma birokrasi yang lebih mutakhir, seperti 

birokrasi pilihan publik (public choice) dan birokrasi berbasis sistem 

nilai. 



Paradigma Baru Pemerintahan dan Tata Kelola Publik 
 

 

24 Rasyid Tarmizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2: Paradigma Birokrasi Pemerintahan 

Sumber: Diolah Penulis.  

 

Menurut Sodang P. Siagian yang dikutip dalam Muhammad 

(2002), birokrasi yang ideal adalah birokrasi yang mampu 

melaksanakan perannya secara efisien, efektif, dan produktif. Untuk 

mewujudkan kondisi tersebut, birokrasi pemerintah perlu 

memastikan bahwa setiap unit organisasi beroperasi berdasarkan 

prinsip-prinsip manajemen yang sehat dan terstruktur. 

1. Birokrasi Pemerintah 

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, keberadaan 

birokrasi merupakan bagian esensial dari mekanisme 

penyelenggaraan pemerintahan.  

Perspektif teori liberal menjelaskan bahwa birokrasi memiliki 

tugas utama untuk mengimplementasikan kebijakan publik yang 

dirumuskan oleh pemerintah yang memperoleh legitimasi melalui 

proses pemilihan umum (Miftah Thoha, 2002). Legitimasi tersebut 

merupakan mandat rakyat kepada pemimpin untuk mengelola 

urusan publik sesuai dengan kepentingan umum. 

Birokrasi pemerintah tidak hanya diisi oleh pejabat karir, 

tetapi juga oleh pejabat politik yang menempati jabatan tertentu 

sesuai struktur pemerintahan. Dengan demikian, komposisi 

birokrasi mencerminkan perpaduan antara aktor politik dan 
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Pengantar Analisis Lingkungan Eksternal 

Organisasi publik menghadapi struktur lingkungan yang bergerak 

secara dinamis akibat perubahan politik, ekonomi, sosial, teknologi, 

ekologis, dan regulasi (Diebel et al., 2024).  

Organisasi publik membutuhkan analisis lingkungan eksternal 

sebagai proses strategis untuk memahami tekanan, peluang, dan 

risiko di sekeliling ruang geraknya. Organisasi publik mengandalkan 

proses analisis eksternal untuk menyesuaikan visi pelayanan, 

merumuskan kebijakan prioritas, dan mengoptimalkan kinerja sesuai 

mandat konstitusional (Kearney, 2018). 

Organisasi publik beroperasi melalui prinsip governance 

sehingga setiap perubahan eksternal membawa konsekuensi 

manajerial terhadap pola kolaborasi dan tata kelola program (Calò et 

al., 2024). Organisasi publik memanfaatkan analisis lingkungan 

eksternal sebagai dasar untuk memetakan jejaring aktor, memahami 

kekuatan politik-anggaran, serta mengidentifikasi perubahan 

preferensi masyarakat pengguna layanan.  

Organisasi publik mengintegrasikan hasil analisis tersebut ke 

dalam perencanaan strategis agar arah kebijakan tidak lepas dari 

konteks sosial dan ekonomi yang sedang berkembang (Du et al., 

2024). 

 

Tabel 3.1: Perbedaan Lingkungan Eksternal Organisasi Publik 

dan Privat 

Aspek Analisis Organisasi Publik Organisasi Privat 

Orientasi 
Strategis 

Pelayanan publik, 
kesejahteraan sosial, 
akuntabilitas 

Profit, pertumbuhan 
pasar, efisiensi 

Aktor Eksternal Pemerintah, legislatif, 
masyarakat, NGO, media, 
lembaga donor 

Konsumen, pesaing, 
pemasok, investor 

Dinamika 
Regulasi 

Sangat ketat dan sering 
berubah 

Moderat dan lebih 
stabil 

Tekanan Politik Tinggi, terkait agenda 
pembangunan dan 
dukungan publik 

Rendah atau tidak 
langsung 
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Aspek Analisis Organisasi Publik Organisasi Privat 

Tuntutan 
Transparansi 

Sangat tinggi dan berbasis 
hukum 

Bervariasi tergantung 
kebijakan perusahaan 

Sumber: Diolah Penulis.  

 

Organisasi publik mengelola ruang eksternal yang jauh lebih 

kompleks dibanding organisasi privat karena otoritas publik 

melibatkan kepentingan multipihak dan orientasi kesejahteraan 

umum. Organisasi publik menggunakan kerangka analisis lingkungan 

eksternal untuk mengukur derajat ketidakpastian dan tingkat 

turbulensi kebijakan yang dapat menghambat implementasi program. 

Organisasi publik memerlukan pemahaman yang mendalam atas 

medan eksternal agar strategi yang dihasilkan memiliki relevansi kuat 

bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif (Helfat, 

2022). 

Gambar 3.1: Posisi Analisis Lingkungan Eksternal Dalam Siklus 

Manajemen Strategis Sektor Publik 

Sumber: Diolah Penulis.  

 

Diagram pada gambar 3.1. menempatkan analisis lingkungan 

eksternal sebagai fondasi awal dalam siklus strategi sektor publik 

karena setiap keputusan program membutuhkan kepekaan terhadap 

dinamika eksternal. 
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Konsep Dasar Lingkungan Eksternal 

Lingkungan Eksternal (LE) organisasi publik mencakup seluruh faktor 

di luar struktur internal yang mempengaruhi arah kebijakan, pola 

pelayanan, dan kinerja kelembagaan (Thanapaet et al., 2023). LE 

membentuk arena interaksi organisasi publik dengan masyarakat, 

pemerintah supra-struktural, dunia usaha, media massa, serta 

komunitas internasional. LE menciptakan tekanan adaptif yang harus 

dijawab melalui strategi yang relevan, terukur, dan berbasis bukti 

kebijakan (Pang & Xie, 2024). 

LE organisasi publik menampilkan karakter kompleks karena 

setiap perubahan eksternal membawa implikasi langsung terhadap 

legitimasi dan akuntabilitas penyelenggaraan layanan (Debela, 2025). 

LE mendorong organisasi publik untuk memahami dinamika 

perubahan demografi, fluktuasi ekonomi makro, konstelasi politik, 

dan perkembangan teknologi digital yang berpengaruh pada kualitas 

pelayanan masyarakat. LE menghadirkan kondisi turbulen yang 

menuntut organisasi publik untuk meningkatkan kapasitas antisipatif 

melalui manajemen risiko dan inovasi governance (Tanguay et al., 

2023). 

 

Tabel 3.2: Struktur Lingkungan Eksternal Organisasi Publik 

Lapisan 
Lingkungan 

Uraian Contoh Pengaruh 
Terhadap Organisasi 

Publik 

Lingkungan Umum 
(General 
Environment) 

Faktor makro yang 
membentuk kondisi 
operasional 

Pergeseran politik 
nasional, perubahan UU, 
krisis ekonomi, 
pandemi 

Lingkungan 
Operasional (Task 
Environment) 

Aktor langsung yang 
berinteraksi dengan 
organisasi 

Masyarakat pengguna 
layanan, DPRD, LSM, 
media, sektor swasta 

Lingkungan Global Faktor internasional 
yang mempengaruhi 
standar pelayanan 

Agenda SDGs, standar 
transparansi OECD, 
perubahan iklim global 

Sumber: Diolah Penulis.  
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Pendahuluan  
Analisis lingkungan internal sering menjadi langkah awal ketika 

organisasi publik ingin memperbaiki arah kerja dan memastikan 

bahwa strategi yang disusun dapat dijalankan secara realistis. Tanpa 

memahami kondisi internal, baik keunggulan maupun 

keterbatasannya, kebijakan cenderung sulit diterjemahkan ke dalam 

pelayanan yang efektif. Nilai publik hanya dapat tercipta bila strategi 

dibangun berdasarkan kapasitas yang benar-benar dimiliki 

organisasi, bukan sekadar asumsi normatif (Osborne, 2021). 

Perubahan pola kerja birokrasi yang dipengaruhi perkembangan 

teknologi digital membuat kebutuhan untuk meninjau ulang kondisi 

internal semakin mendesak. Pelayanan publik kini dituntut untuk 

lebih cepat, transparan, dan berbasis data. Tantangannya tidak selalu 

terletak pada ketersediaan anggaran, tetapi pada kesiapan organisasi 

dalam mengadopsi cara kerja baru: apakah SDM cukup kompeten 

secara digital, apakah alur kerja mendukung pengambilan keputusan 

berbasis informasi, dan sejauh mana sistem digital saling terhubung.  

Kemampuan mengelola dan memanfaatkan data adalah faktor 

kunci yang membedakan institusi yang berhasil menjalankan 

transformasi digital dari yang tertinggal (Mergel, Edelmann and Haug, 

2019). Di sisi lain, organisasi publik harus memastikan bahwa seluruh 

proses internal dapat dipertanggungjawabkan. Temuan-temuan 

auditor, baik dari BPK maupun inspektorat, kerap menunjukkan 

bahwa berbagai inefisiensi sebenarnya berakar pada persoalan 

internal seperti lemahnya koordinasi, ketidakpatuhan prosedur, atau 

pengendalian internal yang tidak berjalan optimal. Bila kondisi ini 

tidak dikenali sejak awal, risiko penyimpangan anggaran dan 

rendahnya kualitas layanan akan semakin besar. Karena itu, analisis 

internal berfungsi bukan hanya sebagai perangkat perencanaan, 

tetapi juga sebagai mekanisme preventif mengamankan tata kelola. 

 

Kerangka Teoritis Analisis Lingkungan Internal 
1. Konsep Sumber Daya dan Kapabilitas Organisasi Publik 

Dalam banyak kajian administrasi publik modern, kemampuan 

sebuah organisasi untuk memberikan layanan tidak hanya 

ditentukan oleh jumlah sumber daya yang dimilikinya, tetapi oleh 

cara sumber daya itu diolah dan diarahkan.  
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Pendekatan Resource-Based View (RBV) yang awalnya 

berkembang dalam kajian manajemen strategis sektor privat 

kemudian diadaptasi untuk konteks publik. Intinya, RBV 

menekankan bahwa keunggulan organisasi ditopang oleh sumber 

daya yang memiliki nilai, langka, sulit ditiru, dan didukung sistem 

internal yang memadai. 

Penyesuaian RBV ke sektor publik semakin relevan ketika 

birokrasi dihadapkan pada tuntutan meningkatkan kualitas 

layanan tanpa selalu bergantung pada tambahan anggaran. 

kapasitas internal, mulai dari kepemimpinan, kompetensi pegawai, 

hingga kualitas proses kerja, berpengaruh langsung terhadap 

performa organisasi publik (Andrews and Boyne, 2019).  

Di sisi lain, pengembangan kapabilitas tidak hanya bergantung 

pada faktor teknis, tetapi juga budaya kerja, pola komunikasi 

internal, dan kemampuan organisasi mengatasi hambatan 

struktural. Kerangka nilai publik (public value) memberikan sudut 

pandang yang melengkapi RBV. Penciptaan nilai publik bergantung 

pada bagaimana organisasi mengubah sumber daya yang ada 

menjadi manfaat nyata bagi masyarakat (Osborne, 2021).   

Perspektif ini menuntut organisasi publik untuk tidak hanya 

mengelola sumber daya secara efisien, tetapi juga memastikan 

bahwa proses internal benar-benar mengarah pada nilai yang 

dirasakan warga. Penilaiannya berarti mencakup tiga unsur utama: 

ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, atau yang kerap disebut sebagai 

value for money. 

Kapabilitas organisasi publik kemudian tidak hanya dipahami 

sebagai kemampuan teknis menjalankan program, tetapi juga 

kecakapannya menyesuaikan diri terhadap perubahan. Di era 

digital, misalnya, kapabilitas mencakup kemampuan 

mengintegrasikan sistem informasi, mengelola data, dan 

memastikan keamanan informasi. Tanpa itu, proses layanan yang 

tampak sederhana sekalipun bisa terhambat. 

 

2. Balanced Scorecard Sektor Publik 

Penggunaan Balanced Scorecard (BSC) di organisasi publik 

berkembang pesat karena kerangka ini membantu 

menghubungkan strategi dengan aktivitas operasional. BSC 
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Pendahuluan 
Dalam dinamika organisasi yang kompleks dan saling terhubung, 

keberhasilan suatu proyek, kebijakan, atau program sangat 

bergantung pada pemahaman mendalam terhadap pihak-pihak yang 

memiliki kepentingan atau terdampak olehnya. Analisis pemangku 

kepentingan (stakeholder analysis) muncul sebagai instrumen 

strategis dan sistematis untuk mengidentifikasi, memetakan, dan 

memahami beragam aktor tersebut beserta kepentingan, pengaruh, 

harapan, dan hubungan di antara mereka (Freeman, 2010).  

Analisis ini bukan sekadar daftar nama, melainkan proses kritis 

yang memungkinkan manajer, pembuat kebijakan, dan peneliti untuk 

merancang strategi komunikasi, manajemen risiko, dan keterlibatan 

yang efektif guna membangun dukungan, meminimalkan konflik, dan 

meningkatkan akuntabilitas. Konsep pemangku kepentingan, yang 

pertama kali digagas secara formal oleh R. Edward Freeman dalam 

kerangka teori manajemen strategis, telah berevolusi melampaui 

lingkup korporat. Kini, analisis ini diterapkan secara luas dalam 

berbagai bidang seperti pengelolaan sumber daya alam, 

pembangunan berkelanjutan, administrasi publik, dan perencanaan 

program CSR (Corporate Social Responsibility).  

Dengan melakukan analisis yang komprehensif, organisasi dapat 

mengantisipasi respons dari berbagai kelompok, mengalokasikan 

sumber daya secara lebih efisien, dan memastikan bahwa keputusan 

yang diambil tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pemegang 

saham, tetapi juga masyarakat luas, pemerintah, lembaga swadaya 

masyarakat, dan lingkungan  (Reed et al., 2009). Oleh karena itu, 

makalah ini akan membahas metodologi, teknik pemetaan, serta 

implikasi praktis dari analisis pemangku kepentingan. Pembahasan 

akan difokuskan pada pentingnya analisis ini sebagai fondasi untuk 

tata kelola yang inklusif dan kolaboratif, serta tantangan dalam 

penerapannya di konteks yang dinamis. 

 

Konsep Dasar dan Urgensi Analisis Pemangku Kepentingan 

di Sektor Publik 
1. Definisi Pemangku Kepentingan 

Konsep pemangku kepentingan (stakeholder) telah mengalami 

perluasan makna yang signifikan, bergerak dari akarnya dalam 
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teori manajemen bisnis menuju kerangka kerja yang lebih luas 

dalam tata kelola publik. Pemahaman pergeseran ini penting untuk 

mengaplikasikan analisis pemangku kepentingan secara efektif di 

sektor publik. 

a. Perspektif Bisnis (Klasik dan Strategis) 

Dalam konteks bisnis, definisi stakeholder individu atau 

kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh 

pencapaian tujuan organisasi (R. Edward Freeman, 2010).  

Awalnya, fokusnya adalah pada kelompok yang vital bagi 

kelangsungan hidup dan kesuksesan perusahaan (primary 

stakeholders) seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, 

dan pemasok. Konsep ini kemudian berkembang mencakup 

kelompok yang lebih luas (secondary stakeholders) seperti 

masyarakat, media, dan pemerintah, terutama dengan 

munculnya konsep Corporate Social Responsibility (CSR).  

Meski demikian, tujuan akhir analisis di sektor swasta 

sering kali masih berorientasi pada kinerja finansial, 

keunggulan kompetitif, dan legitimasi sosial perusahaan. 

b. Perspektif Tata Kelola Sektor Publik 

Dalam konteks tata kelola publik, definisi pemangku 

kepentingan meluas dan mengalami pergeseran mendasar: 

1) Cakupan yang Lebih Luas dan Kompleks: pemangku 

kepentingan tidak hanya mereka yang mempengaruhi 

organisasi, tetapi semua pihak yang kepentingannya 

terdampak (baik langsung maupun tidak langsung) oleh 

suatu kebijakan, program, atau tindakan pemerintah.  

Ini termasuk individu, kelompok masyarakat, lembaga 

negara lain, sektor swasta, organisasi non-pemerintah 

(LSM), kelompok rentan, hingga generasi mendatang dan 

lingkungan hidup. 

2) Perubahan Tujuan Analisis: tujuan utama bukan lagi 

keuntungan kompetitif, tetapi akuntabilitas publik, 

legitimasi kebijakan, keadilan distributif, dan pencapaian 

outcome sosial yang lebih luas (seperti kesejahteraan, 

keberlanjutan, dan keadilan). Analisis menjadi alat untuk 

memahami dampak sosial dari program maupun kebijakan 
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Konsep dan Landasan Teoritis Analisis SWOT Dalam 

Manajemen Strategis Sektor Publik 
Analisis SWOT merupakan alat analisis strategis yang digunakan 

untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor internal dan 

eksternal yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi. SWOT 

merupakan akronim dari Strengths (Kekuatan), Weaknesses 

(Kelemahan), Opportunities (Peluang), dan Threats (Ancaman).  

Pendekatan ini bertujuan untuk membantu organisasi memahami 

posisi strategisnya serta merumuskan strategi yang selaras dengan 

kapasitas internal dan dinamika lingkungan eksternal. Dalam 

manajemen strategis, SWOT dipandang sebagai instrumen dasar yang 

menjembatani proses analisis lingkungan dengan formulasi strategi 

yang bersifat implementatif (David & David, 2017).  

Secara historis, analisis SWOT berkembang dari tradisi 

perencanaan strategis di sektor privat pada dekade 1960-an dan 

1970-an, khususnya dalam kajian kebijakan bisnis dan manajemen 

korporasi. Konsep ini kemudian diadopsi secara luas karena 

kesederhanaan dan fleksibilitasnya dalam berbagai konteks 

organisasi.  

Seiring dengan berkembangnya pendekatan strategic 

management, SWOT tidak hanya digunakan untuk analisis kompetitif, 

tetapi juga sebagai alat reflektif dalam proses pengambilan keputusan 

strategis (Mintzberg et al., 1998). Adaptasi SWOT ke sektor publik 

terjadi ketika organisasi pemerintah mulai mengadopsi prinsip-

prinsip manajemen strategis untuk meningkatkan kinerja dan 

akuntabilitas.  

Dalam konteks sektor publik, analisis SWOT mengalami 

perluasan makna dan tujuan. Tidak seperti sektor privat yang 

berorientasi pada keuntungan dan keunggulan kompetitif, organisasi 

publik bertujuan untuk menciptakan nilai publik, meningkatkan 

kualitas pelayanan, serta memenuhi kepentingan masyarakat luas.  

Oleh karena itu, penerapan SWOT di sektor publik harus 

mempertimbangkan dimensi politik, hukum, dan sosial yang melekat 

pada organisasi pemerintahan. Bryson (2017) menegaskan bahwa 

SWOT dalam sektor publik berfungsi sebagai alat untuk memahami 

mandat organisasi, harapan pemangku kepentingan, serta tantangan 

kebijakan yang dihadapi.  
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Landasan teoritis penggunaan SWOT dalam sektor publik juga 

berkaitan erat dengan perkembangan paradigma administrasi publik, 

mulai dari New Public Management hingga Public Governance. Pada era 

governance, organisasi publik tidak lagi beroperasi secara hierarkis 

dan tertutup, melainkan berada dalam jejaring aktor yang saling 

bergantung, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil.  

Dalam konteks ini, analisis SWOT membantu organisasi publik 

mengidentifikasi peluang kolaborasi serta ancaman yang muncul dari 

kompleksitas lingkungan kebijakan (Osborne, 2010). Dengan 

demikian, SWOT menjadi alat analisis yang relevan untuk merespons 

perubahan lingkungan strategis yang dinamis.  

Relevansi analisis SWOT dalam manajemen strategis sektor 

publik terletak pada kemampuannya untuk menyederhanakan 

kompleksitas tanpa mengabaikan substansi strategis. Meskipun 

bersifat deskriptif, SWOT memberikan kerangka awal yang sistematis 

untuk merumuskan arah strategis organisasi publik.  

Namun demikian, para ahli menekankan bahwa SWOT sebaiknya 

tidak digunakan secara tunggal, melainkan dikombinasikan dengan 

pendekatan analitis lainnya agar menghasilkan strategi yang lebih 

komprehensif dan kontekstual (Ferlie et al., 2005). Dengan landasan 

teoritis tersebut, analisis SWOT tetap menjadi instrumen penting 

dalam perencanaan dan pengelolaan strategi sektor publik di era 

governance. 

 

Identifikasi Faktor Internal: Kekuatan dan Kelemahan 

Organisasi Publik 

Identifikasi faktor internal merupakan tahap krusial dalam analisis 

SWOT karena mencerminkan kemampuan nyata organisasi publik 

dalam menjalankan mandat dan fungsinya.  

Faktor internal mencakup berbagai aspek yang berada dalam 

kendali organisasi, seperti sumber daya, struktur kelembagaan, sistem 

tata kelola, dan kinerja birokrasi. Dalam manajemen strategis sektor 

publik, analisis internal tidak hanya bertujuan untuk menilai efisiensi 

organisasi, tetapi juga untuk memahami sejauh mana organisasi 

mampu menciptakan nilai publik dan memenuhi harapan pemangku 

kepentingan (Bryson, 2017).  
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Pendahuluan  
Dalam konteks sektor publik modern, strategi tingkat korporat 

menjadi kerangka utama yang mengarahkan orientasi keseluruhan 

organisasi, memastikan bahwa seluruh entitas, unit, dan program 

berjalan selaras dengan mandat publik, visi pemerintahan, dan 

tuntutan tata kelola yang baik (governance).  

Berbeda dengan organisasi bisnis yang umumnya mengejar 

keunggulan kompetitif untuk memperoleh profit, lembaga publik 

mengembangkan strategi korporat untuk mencapai kinerja publik 

(public performance), nilai publik (public value), serta pencapaian 

outcome sosial yang berdampak luas bagi masyarakat.  

Dengan demikian, strategi korporat pada sektor publik 

mencerminkan kombinasi antara arah strategis jangka panjang, 

penataan portofolio program, dan pengelolaan sumber daya lintas 

unit untuk menjamin pelayanan publik yang efektif, efisien, dan 

akuntabel. 

Dalam era governance, lembaga publik beroperasi dalam 

lingkungan yang semakin kompleks ditandai oleh partisipasi multi 

pemangku kepentingan, kolaborasi lintas sektor, tekanan 

transparansi, dan perubahan kebutuhan masyarakat. Hal ini menuntut 

strategi korporat yang tidak hanya menjawab dinamika internal, 

tetapi juga adaptif terhadap konstelasi eksternal yang berubah cepat, 

seperti perkembangan teknologi digital, tuntutan desentralisasi, 

integrasi kebijakan nasional, dan tekanan globalisasi. 

Strategi tingkat korporat dalam organisasi publik berfungsi 

sebagai kompas strategis yang menentukan apa yang harus dilakukan 

lembaga, bagaimana lembaga harus menata portofolio layanan dan 

programnya, serta bagaimana sumber daya dialokasikan pada tingkat 

organisasi secara menyeluruh. Tanpa strategi korporat yang jelas, 

lembaga publik berisiko mengalami fragmentasi kebijakan, tumpang 

tindih program, defisiensi koordinasi, serta rendahnya kualitas 

pelayanan publik. 

 

Konsep Strategi Tingkat Korporat Dalam Sektor Publik 
Strategi tingkat korporat dalam sektor publik merupakan kerangka 

strategis tertinggi yang mengarahkan keseluruhan organisasi dalam 

mencapai tujuan publik jangka panjang.  
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Pada tingkat ini, keputusan strategis tidak hanya menyangkut 

bagaimana lembaga publik beroperasi, tetapi juga menentukan 

identitas organisasi: siapa mereka, apa mandat dan peran utamanya, 

dan bagaimana lembaga tersebut memberikan kontribusi bagi 

masyarakat dan negara.  

Oleh sebab itu, strategi tingkat korporat menjadi fondasi 

konseptual yang mempengaruhi seluruh dimensi organisasi, mulai 

dari struktur, fungsi, layanan, hingga kebijakan operasional (Lan, 

2009). Secara teoritis, strategi tingkat korporat merujuk pada 

keputusan yang menyangkut scope (cakupan) dan direction (arah) 

organisasi.  

Scope mencakup ruang lingkup tugas, fungsi, dan portofolio 

program yang menjadi tanggung jawab lembaga. Direction mencakup 

visi, misi, nilai utama, dan sasaran strategis yang dirumuskan untuk 

jangka panjang. Kedua aspek ini kemudian memandu bagaimana 

organisasi merespons peluang dan tantangan lingkungan serta 

bagaimana sumber daya disalurkan untuk mencapai tujuan publik 

(Andrews, 2014; Sari, 2022). Di sektor privat, strategi korporat sering 

dikaitkan dengan diversifikasi, integrasi, dan pengelolaan portofolio 

bisnis. Namun dalam sektor publik, konsep tersebut harus disesuaikan 

dengan karakter unik organisasi pemerintahan, yaitu: tidak 

berorientasi profit, beroperasi dengan mandat legal, dan memiliki 

tanggung jawab untuk menciptakan nilai publik.  

Oleh karena itu, strategi korporat pada sektor publik memiliki 

orientasi yang lebih luas dan kompleks, mencakup aspek pelayanan 

publik, legitimasi, akuntabilitas, serta kualitas tata kelola. 

1. Strategi Korporat Sebagai Pengarah Mandat Publik 

Fondasi utama strategi tingkat korporat dalam sektor publik 

adalah mandat. Mandat organisasi publik berasal dari undang-

undang, peraturan pemerintah, atau instruksi presiden, yang 

menetapkan tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut. Strategi 

korporat kemudian bekerja untuk menafsirkan, memprioritaskan, 

dan mengoperasionalkan mandat tersebut agar menjadi program 

dan layanan yang jelas serta berdampak bagi masyarakat. 

Dalam prosesnya, strategi korporat mengubah mandat yang 

bersifat abstrak menjadi arah strategis yang terukur dan dapat 
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Pendahuluan 

Setiap perusahaan bercita-cita untuk memenuhi tujuan yang 

tercantum dalam strategi bisnisnya. Perusahaan yang berhasil 

mengembangkan dan melaksanakan strategi penciptaan nilai harus 

memiliki keunggulan kompetitif untuk mencapai hal tersebut.  

Jika para pesaing tidak meniru pendekatan perusahaan, hal ini 

dapat dicapai. Pengembangan keunggulan kompetitif yang efektif, 

efisien, dan terarah memerlukan penggunaan teknik manajemen yang 

sesuai dan tahan lama. Pengambilan keputusan bisnis dapat dipandu 

oleh gagasan "kurva pembelajaran" melalui penggunaan alat dan 

prosedur dalam pemikiran strategis formal (Prasetio Aji, 2015).  

Strategi tingkat fungsional, yang mencakup pengembangan 

strategi pemasaran, keuangan, produksi, logistik, manajemen rantai 

pasokan, penelitian dan pengembangan, serta sumber daya manusia 

adalah salah satu taktik yang digunakan oleh bisnis dalam manajemen 

strategis. Faktor global memiliki dampak langsung pada pilihan 

strategis. Sangat penting bagi industri ini untuk memahami dan 

melihat dunia dari perspektif orang lain.  

Akibatnya, pengambilan keputusan membutuhkan pemahaman 

tentang pengetahuan lokal, yang menuntut manajemen strategis. 

Manajer harus menjalankan kendali global atas pesaing, pasar, harga, 

pemasok, distributor, pemerintah, kreditor, pemegang saham, dan 

pelanggan untuk mempertahankan kepemimpinan strategis. Barang 

dan jasa industri harus kompetitif baik secara lokal maupun global 

dalam hal harga dan kualitas. Salah satu komponen strategi 

pemasaran adalah strategi fungsional, yang mengubah strategi 

perusahaan dan bisnis menjadi pencapaian tujuan organisasi.  

Dengan mempertimbangkan produk yang mereka tawarkan, 

kebijakan penetapan harga, posisi pasar, dan strategi promosi yang 

mereka gunakan, industri dapat memenuhi tujuan retensi pelanggan 

mereka. Selain itu, dalam menilai loyalitas konsumen, reputasi merek 

dan kepercayaan juga dipertimbangkan. Tingkat fungsional diwakili 

oleh divisi, departemen, atau unit dalam suatu organisasi yang bekerja 

di bidang tertentu.  

Pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, teknik, operasional, 

teknologi informasi, logistik, layanan umum, penelitian dan 



Strategi Tingkat Fungsional 

 

133 Eva Faridah 

pengembangan, dan sebagainya adalah contoh divisi fungsional dalam 

suatu perusahaan. Entitas fungsional ini bertanggung jawab untuk 

memastikan bahwa inisiatif tingkat korporasi dan tingkat bisnis untuk 

pengembangan dan koordinasi sumber daya dilaksanakan dengan 

sukses dan efisien (Lehner, 2004). Mital et al., (2018) Menjelaskan 

bahwa tujuan pembuatan strategi tingkat fungsional adalah untuk 

membantu strategi tingkat korporat dan tingkat bisnis.  

Strategi tingkat fungsional pada dasarnya adalah serangkaian 

pilihan yang dibuat oleh berbagai area fungsional organisasi yang 

biasanya mendukung pilihan strategis tingkat bisnis. Ukuran 

organisasi sangat mempengaruhi domain fungsional dari metode-

metode ini. Hill & Jones (2016) Strategi fungsional adalah rencana 

tindakan yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan inti 

dengan memperkuat sumber daya organisasi dan fungsional serta 

kemampuan koordinasi suatu organisasi.  

Strategi fungsional dikembangkan dari strategi korporat dan 

bisnis, dan dieksekusi baik secara fungsional maupun operasional di 

dalam perusahaan. Aktivitas yang terlibat membentuk strategi tingkat 

operasional, dan strategi ini berkaitan dengan pengoperasian fungsi 

tertentu. Keputusan taktis adalah keputusan yang dibuat pada tingkat 

operasional. Tujuan utama strategi fungsional adalah untuk 

mengoptimalkan profitabilitas dengan mengalokasikan sumber daya 

yang tersedia secara tepat guna mencapai tujuan tingkat korporat dan 

bisnis di domain fungsional tertentu. Tujuan inti dari strategi tingkat 

fungsional dapat dicapai ketika semua departemen fungsional 

organisasi-pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, operasional, 

hukum, rantai pasokan, dan teknologi informasi bekerja sama untuk 

mengatasi tujuan tingkat bisnis dan pada akhirnya mencapai tujuan 

tingkat korporat.  

Dengan mengimplementasikan rencana jangka pendek dan 

menengah, setiap departemen fungsional memenuhi tugas 

fungsionalnya masing-masing dan berkontribusi pada pencapaian 

tujuan keseluruhan organisasi. Dalam strategi pemasaran, misalnya, 

prosesnya dapat berfokus pada pemilihan pasar sasaran dan 

pembuatan strategi pemasaran yang memenuhi tuntutan keseluruhan 

pelanggan sasaran.  
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Pendahuluan 

Pelayanan publik merupakan inti dari keberadaan sektor publik 

(Katharina, 2021; Saggaf et al., 2018). Eksistensi pemerintah pada 

hakikatnya diukur dari sejauh mana pelayanan publik mampu 

memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat (Bazarah et al., 2021; 

Hardiyansyah, 2018).  

Dalam sudut pandang dinamika sosial, ekonomi, politik, dan 

teknologi yang terus berubah, pelayanan publik dituntut untuk tidak 

lagi berjalan secara monoton, birokratis, lambat, serta berorientasi 

pada prosedur semata, melainkan harus bergerak menuju pelayanan 

yang adaptif, responsif, partisipatif, dan berorientasi pada kepuasan 

masyarakat (Pakudu, 2024; Trisantosa et al., 2022). Di sinilah inovasi 

memegang peranan strategis sebagai instrumen utama dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Inovasi dalam pelayanan publik tidak sekadar dimaknai sebagai 

penggunaan teknologi digital, tetapi juga mencakup pembaruan dalam 

cara berpikir (mindset), pola kerja, desain layanan, regulasi, hingga 

hubungan antara pemerintah dan masyarakat (Utaminingsih, A., 

Haboddin, M., Damayanti, R., & Bachtiar, R. (2022). Inovasi menjadi 

jawaban atas berbagai persoalan klasik pelayanan publik seperti 

rendahnya kualitas layanan, praktik maladministrasi, tumpang tindih 

kewenangan, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya 

kepercayaan publik terhadap pemerintah (Demir, 2022; Thusi et al., 

2023). 

Dalam kerangka manajemen strategis sektor publik, inovasi 

bukan hanya pelengkap, melainkan menjadi bagian integral dari 

strategi organisasi publik untuk mencapai visi, misi, dan tujuan 

pembangunan (Firdaus et al., 2024; Stephan et al., 2019; 

Suchitwarasan et al., 2024).  

Oleh karena itu, inovasi pelayanan publik harus dirancang secara 

sistematis, berbasis kebutuhan warga, didukung kepemimpinan yang 

visioner, serta diperkuat oleh budaya organisasi yang terbuka 

terhadap perubahan. 
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Konsep dan Makna Inovasi Dalam Pelayanan Publik 

Secara umum, inovasi diartikan sebagai proses menghasilkan ide, 

metode, atau cara baru yang memberikan nilai tambah (Baranskaitė & 

Labanauskaitė, 2020; Granstrand & Holgersson, 2020).  

Dalam sudut pandang terkait pelayanan publik, inovasi berarti 

upaya pembaruan dalam penyelenggaraan layanan publik untuk 

meningkatkan efisiensi, efektivitas, kualitas layanan, dan kepuasan 

masyarakat (Putri & Mutiarin, 2018). Inovasi pelayanan publik tidak 

selalu identik dengan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi dapat 

berupa modifikasi, pengembangan, atau penyempurnaan dari sistem 

yang sudah ada (Muharam, 2019; Rohayatin, 2024; Tui et al., 2022).  

Sementara definisi lain dari inovasi yang dijelaskan oleh Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah 

segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. Inovasi pelayanan publik tidak semata-mata berfokus pada 

pemanfaatan teknologi modern, melainkan juga mencakup 

pembaharuan dalam aspek kebijakan, mekanisme kerja, serta budaya 

organisasi sebagai satu kesatuan yang saling terkait (Ramadhani et al., 

2024; Utami, 2023).  

Pendekatan inovasi yang menyentuh kebijakan, proses, dan 

kultur organisasi menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan publik 

tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, tetapi juga oleh 

kesiapan sumber daya manusia dan komitmen kelembagaan. Tanpa 

perubahan budaya kerja, inovasi teknologi berpotensi menjadi 

simbolik dan tidak berkelanjutan (Rahim & Frinaldi, 2024). Inovasi 

pelayanan publik memiliki beberapa dimensi penting. Pertama, 

inovasi produk layanan, yaitu pembaruan pada jenis atau bentuk 

layanan yang diberikan kepada masyarakat.  

Kedua, inovasi proses pelayanan, yaitu perubahan pada alur, 

mekanisme, dan prosedur pelayanan agar menjadi lebih sederhana, 

cepat, dan transparan. Ketiga, inovasi organisasi, yakni pembaruan 

dalam struktur, tata kelola, dan pola kerja organisasi. Keempat, inovasi 

kebijakan, yaitu perubahan regulasi yang memungkinkan pelayanan 

publik menjadi lebih adaptif dan berpihak pada masyarakat 

(Hamdillah, 2023; Zakiyah & Fadiyah, 2020).  

Makna inovasi dalam pelayanan publik juga berkaitan dengan 

pergeseran paradigma dari government menuju governance 
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(Setiawan & Arti, 2024; Widnyani, 2017). Pemerintah tidak lagi 

menjadi satu-satunya aktor dalam pelayanan publik, melainkan 

berbagi peran dengan sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas 

(Sentanu & Yustiari, 2024).  

Dengan paradigma ini, inovasi muncul tidak hanya dari dalam 

birokrasi, tetapi juga dari luar, melalui kolaborasi dan partisipasi 

publik. Partisipasi publik memperkaya ide, meningkatkan relevansi 

kebijakan, serta memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan 

masyarakat terhadap proses pembangunan. (Hamdillah, 2023; 

Nurharyoko, 2020). 

 

Urgensi Inovasi Dalam Pelayanan Publik 

Urgensi inovasi dalam pelayanan publik semakin menguat seiring 

dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan 

(Herlina et al., 2023; Maryam, 2016). Masyarakat modern semakin 

kritis, melek teknologi, serta memiliki ekspektasi tinggi terhadap 

kecepatan, keterbukaan, dan keadilan dalam pelayanan (Nababan et 

al., 2023). Di sisi lain, pemerintah dihadapkan pada keterbatasan 

anggaran, sumber daya manusia, serta kompleksitas permasalahan 

sosial. 

 

Gambar 9.1: Sosialisasi Inovasi E-Retribusi Oleh 

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara 
Sumber: Dishub Sultra (2025). 
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Pendahuluan 

Perubahan lingkungan organisasi pada satu dekade terakhir bergerak 

jauh lebih cepat dibandingkan periode sebelumnya. Disrupsi 

teknologi, digitalisasi layanan, dinamika perilaku konsumen, 

ketidakstabilan ekonomi global, hingga perubahan regulasi yang 

berulang telah memaksa setiap organisasi baik sektor publik, bisnis, 

maupun pendidikan tinggi untuk menata ulang arah jangka panjang 

dan memperkuat sistem perencanaan mereka.  

Fenomena seperti percepatan transformasi digital pasca-

pandemi, meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik, serta 

kompetisi berbasis inovasi membuat organisasi tidak lagi dapat 

bertahan hanya dengan perencanaan jangka pendek atau pola kerja 

administratif semata. Dalam konteks inilah perencanaan strategis dan 

penyusunan rencana kerja memperoleh urgensinya sebagai fondasi 

tata kelola yang efektif. 

Pada tataran konsep, perencanaan strategis merupakan proses 

sistematis yang membantu organisasi menentukan posisi saat ini, 

merumuskan arah masa depan, serta menetapkan strategi untuk 

mencapai tujuan jangka panjang secara berkelanjutan. Menurut 

(Rangkuti, 1998), perencanaan strategis menjadi mekanisme kunci 

untuk membaca kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman melalui 

pendekatan analitis yang terstruktur.  

(Sedarmayanti, 2017) menekankan bahwa organisasi yang 

memiliki rencana strategis yang jelas akan mampu mengoptimalkan 

sumber daya dan merespons perubahan dengan lebih adaptif. 

Perspektif ini sejalan dengan teori manajemen strategis klasik yang 

menempatkan proses perencanaan sebagai inti dari keunggulan 

bersaing (Porter, 2008). 

Di sisi lain, keberadaan rencana strategis saja tidak cukup tanpa 

mekanisme operasional yang lebih rinci. Karena itu, penyusunan 

rencana kerja tahunan menjadi instrumen pelengkap yang sangat 

penting untuk menerjemahkan visi jangka panjang ke dalam program 

nyata, indikator kinerja, target, dan kebutuhan sumber daya.  

(Umar, 2002) menjelaskan bahwa rencana kerja berfungsi 

sebagai jembatan antara strategi organisasi dan aktivitas operasional 

harian, sehingga memastikan akuntabilitas, efektivitas, serta 
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pengukuran kinerja dapat dilakukan secara sistematis. Bab ini ditulis 

untuk memberikan landasan teoritis serta kerangka konseptual yang 

kokoh bagi pembaca dalam memahami proses perencanaan strategis 

dan penyusunan rencana kerja.  

Pembahasan mengacu pada teori-teori yang telah mapan, seperti 

analisis SWOT, Balanced Scorecard, PESTEL, dan kerangka manajemen 

kinerja, sebagai dasar untuk memahami mengapa proses perencanaan 

tidak dapat dipisahkan dari analisis lingkungan dan evaluasi 

berkelanjutan.  

Dengan demikian, pembaca diharapkan dapat memperoleh 

gambaran yang utuh mengenai pentingnya perencanaan strategis 

serta bagaimana rencana kerja dapat diintegrasikan secara efektif 

untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi di tengah dinamika 

persaingan modern. 

 

Konsep Dasar Perencanaan Strategis 

1. Pengertian Perencanaan Strategis 

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang 

digunakan organisasi untuk merumuskan arah jangka panjang, 

menetapkan tujuan strategis, serta menentukan strategi yang 

paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Proses ini 

melibatkan analisis mendalam terhadap lingkungan internal dan 

eksternal sehingga organisasi mampu menyesuaikan diri dengan 

dinamika perubahan yang terjadi.  

(Rangkuti, 1998) mendefinisikan perencanaan strategis 

sebagai rangkaian keputusan yang berorientasi pada masa depan 

dan disusun berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap peluang 

serta ancaman yang dihadapi organisasi. (Sedarmayanti, 2017) 

juga menekankan bahwa perencanaan strategis tidak hanya 

menentukan arah organisasi, tetapi juga memastikan seluruh 

aktivitas operasional berjalan selaras dengan visi dan misi yang 

telah ditetapkan. 

Dalam konteks manajemen modern, perencanaan strategis 

dipandang sebagai fondasi utama dalam pengambilan keputusan 

organisasi. Hal ini karena perencanaan strategis memberikan 

kerangka pemikiran yang rasional, terarah, dan terukur untuk 
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Konsep MSDM Strategis Dalam Konteks Sektor Publik 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) strategis telah menjadi 

fondasi penting dalam transformasi organisasi, baik di sektor swasta 

maupun publik. Namun, dalam konteks sektor publik, MSDM strategis 

memiliki dinamika, tantangan, dan implikasi yang khas.  

Sektor publik beroperasi dalam lingkungan yang kompleks, 

dipengaruhi oleh nilai-nilai demokratis, akuntabilitas publik, 

transparansi, serta kewajiban melayani seluruh warga negara tanpa 

diskriminasi. Oleh karena itu, penerapan MSDM strategis di sektor ini 

tidak hanya bertujuan untuk efisiensi organisasional, tetapi juga untuk 

memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang 

baik (good governance).  

Uraian ini membahas tiga aspek krusial: (1) perbedaan antara 

MSDM di sektor publik dan privat, (2) peran MSDM dalam mendukung 

misi pelayanan publik dan akuntabilitas, serta (3) prinsip-prinsip 

MSDM strategis yang selaras dengan nilai-nilai tata kelola 

pemerintahan. 

1. Perbedaan MSDM Sektor Publik dan Sektor Privat 

MSDM di sektor publik dan privat memiliki tujuan akhir yang 

berbeda. Sektor privat berorientasi pada keuntungan (profit-

oriented), efisiensi biaya, dan penciptaan nilai bagi pemegang 

saham. Sebaliknya, sektor publik berorientasi pada pelayanan 

(service-oriented), keadilan sosial, dan akuntabilitas terhadap 

publik. Perbedaan orientasi ini berimplikasi langsung pada 

pendekatan pengelolaan sumber daya manusia. 

a. Tujuan Organisasi dan Pengukuran Kinerja 

Pada sektor privat, kinerja organisasi dapat diukur secara 

kuantitatif melalui indikator seperti laba, pangsa pasar, atau 

pertumbuhan pendapatan.  

MSDM strategis di sektor ini biasanya fokus pada 

peningkatan produktivitas, retensi karyawan berkinerja tinggi, 

dan pengembangan kapasitas yang mendukung pencapaian 

target bisnis.  

Di sisi lain, sektor publik mengukur keberhasilan melalui 

kualitas pelayanan, responsivitas terhadap kebutuhan 
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masyarakat, dan dampak sosial. MSDM strategis di sektor ini 

harus memastikan bahwa ASN (Aparatur Sipil Negara) memiliki 

kompetensi teknis maupun nilai-nilai pelayanan publik yang 

kuat. 

b. Kerangka Hukum dan Regulasi 

MSDM di sektor publik sangat dipengaruhi oleh kerangka 

hukum dan kebijakan pemerintah. Misalnya, di Indonesia, UU 

No. 5 Tahun 2014 tentang ASN mengatur secara ketat proses 

rekrutmen, promosi, evaluasi kinerja, dan sistem penggajian. 

Sementara di sektor swasta, perusahaan memiliki fleksibilitas 

besar dalam menyesuaikan kebijakan SDM sesuai kebutuhan 

pasar dan strategi bisnis. 

c. Motivasi dan Insentif 

Karyawan sektor publik cenderung termotivasi oleh nilai 

layanan (public service motivation), bukan insentif finansial 

semata (Perry & Wise, 1990; dikutip dalam studi-studi 

kontemporer seperti Kim et al., 2021).  

Oleh karena itu, MSDM strategis di sektor publik harus fokus 

pada pembinaan nilai, pengembangan kepemimpinan berbasis 

integritas, dan penciptaan budaya organisasi yang mendorong 

komitmen terhadap misi publik. 

 

2. Peran MSDM Dalam Mendukung Misi Pelayanan Publik dan 

Akuntabilitas 

MSDM strategis di sektor publik bukan hanya soal administrasi 

personalia, tetapi tentang membangun kapasitas institusional yang 

mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif, 

transparan, dan akuntabel. Dalam era digitalisasi dan tuntutan 

reformasi birokrasi, MSDM memiliki peran transformatif dalam 

menghubungkan sumber daya manusia dengan misi pelayanan 

publik. 

a. Rekrutmen Berbasis Kompetensi dan Nilai 

Salah satu pilar MSDM strategis adalah rekrutmen yang tidak 

hanya memilih kandidat dengan kualifikasi teknis, tetapi juga 

komitmen terhadap nilai-nilai publik seperti integritas, 

netralitas, dan keadilan. Di Indonesia, Badan Kepegawaian 
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Negara (BKN) telah mendorong sistem rekrutmen digital 

(SSCASN) yang transparan dan berbasis meritokrasi sejak 2020 

(BKN, 2023). 

b. Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan 

MSDM strategis juga bertanggung jawab atas pembelajaran 

organisasi (organizational learning) melalui pelatihan, rotasi 

jabatan, dan pendidikan lanjutan.  

Misalnya, program e-Learning ASN yang dikembangkan 

oleh LAN (Lembaga Administrasi Negara) sejak 2019 

mendukung adaptasi ASN terhadap perubahan teknologi dan 

kebutuhan layanan publik modern (LAN, 2022). 

c. Sistem Akuntabilitas dan Evaluasi Kinerja 

MSDM strategis memastikan bahwa sistem evaluasi kinerja 

tidak hanya mengukur output, tetapi juga outcome dan dampak 

sosial. Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SKP) di Indonesia, 

misalnya, telah direvisi untuk lebih menekankan pada kontribusi 

terhadap tujuan nasional dan pelayanan kepada masyarakat 

(PermenPANRB No. 29/2019). 

 

3. Prinsip-Prinsip MSDM Strategis yang Selaras Dengan Good 

Governance 

Good governance mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, 

akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, efisiensi, keadilan, dan 

supremasi hukum. MSDM strategis di sektor publik harus 

memastikan bahwa seluruh kebijakan dan praktik SDM sejalan 

dengan nilai-nilai tersebut. 

a. Transparansi dalam Seleksi dan Promosi 

Transparansi adalah fondasi kepercayaan publik. MSDM 

strategis mendorong penerapan teknologi informasi dalam 

seleksi ASN, pengumuman jabatan terbuka, dan sistem merit 

yang objektif. Di Uni Eropa, prinsip open competition menjadi 

standar dalam rekrutmen pegawai publik (European 

Commission, 2021). 

b. Akuntabilitas Melalui Budaya Organisasi yang Kuat 

MSDM strategis membangun budaya organisasi berbasis 

integritas dan akuntabilitas melalui kode etik, pelatihan anti-
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Pendahuluan 

Pengelolaan keuangan pada sektor publik, baik pemerintahan 

maupun organisasi nirlaba, menghadapi tuntutan yang semakin besar 

untuk memastikan penggunaan anggaran secara efektif, efisien, 

transparan, dan akuntabel.  

Model penganggaran tradisional berbasis input dianggap kurang 

mampu menggambarkan dampak atau hasil dari penggunaan 

anggaran. Oleh karena itu, konsep Anggaran Berbasis Kinerja 

(Performance Based Budgeting) muncul sebagai pendekatan modern 

untuk mengaitkan alokasi anggaran dengan kinerja dan pencapaian 

hasil. 

Di sisi lain, akuntabilitas keuangan menjadi landasan agar 

pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka 

kepada publik. Sinergi antara anggaran berbasis kinerja dan 

akuntabilitas keuangan diharapkan mampu meningkatkan kualitas 

belanja, efisiensi pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat. 

Serta dapat menjadi fondasi utama dalam mendorong tata kelola 

keuangan publik yang baik (good public financial governance). 

 

Konsep Anggaran Berbasis Kinerja 

1. Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja 

Anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang 

menghubungkan pendanaan (input) dengan hasil kerja 

(output/outcome) melalui indikator kinerja yang terukur.  

Sesuai dengan penjelasan Mardiasmo (2018) bahwa anggaran 

berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi 

pada output dan outcome, serta mengaitkan antara pendanaan 

dengan kinerja yang dihasilkan. Menurut Robinson, M., & Brumby, 

J. (2005) dalam artikelnya yang berjudul Does Performance 

Budgeting Work?.  

Menjelaskan bahwa anggaran berbasis kinerja menekankan 

keterkaitan antara pendanaan, target, dan capaian kinerja dalam 

sektor publik. Sedangkan Mahmudi (2016) menitikberatkan pada 

efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran untuk pencapaian 

tujuan organisasi. 
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2. Karakteristik Anggaran Berbasis Kinerja 

Anggaran Berbasis Kinerja memiliki sejumlah karakteristik utama 

yang membedakannya dari anggaran tradisional. Karakteristik ini 

menunjukkan bahwa anggaran tidak lagi berfokus pada berapa 

besar dana dibelanjakan, tetapi pada apa yang dihasilkan dan 

dicapai dari penggunaan dana tersebut. 
a. Berorientasi Pada Output dan Outcome 

Anggaran berbasis kinerja menekankan keterkaitan langsung 

antara alokasi anggaran dengan hasil yang dihasilkan, baik 

berupa output maupun outcome (Mardiasmo, 2018). 

Keberhasilan anggaran dinilai dari capaian kinerja, bukan hanya 

dari penyerapan anggaran.  

Output adalah hasil langsung yang diperoleh dari suatu 

kegiatan atau program dan dapat diukur secara kuantitatif. 

Outcome adalah manfaat, perubahan, atau dampak yang 

dirasakan sebagai akibat dari output yang dihasilkan. Orientasi 

pada output dan outcome bertujuan untuk menjamin efektivitas 

anggaran, meningkatkan akuntabilitas dan mendukung 

pengambilan keputusan. 

b. Keterkaitan dan Perencanaan Strategis 

Angaran berbasis kinerja disusun selaras dengan visi, misi, 

tujuan, dan sasaran strategis organisasi (Mahmudi, 2016).  

Dengan demikian, anggaran menjadi instrumen untuk 

mewujudkan rencana strategis. Setiap kegiatan dan alokasi 

dana harus dapat ditelusuri kontribusinya terhadap tujuan 

strategis dan capaian kinerja. 

Manfaat keterkaitan dan perencanaan strategis adalah 

mencegah pemborosan anggaran, menjamin fokus pada 

prioritas utama, meningkatkan akuntabilitas kinerja dan 

memudahkan evaluasi dan pengendalian. 

c. Penggunaan Indikator Kinerja yang Terukur 

Anggaran berbasis kinerja mensyaratkan adanya indikator 

kinerja yang jelas, terukur, dan relevan sebagai dasar 

perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi anggaran. 

d. Penekanan pada Prinsip Value for Money 

Penerapan analisis beban kerja berlandaskan prinsip ekonomis, 

efisien, dan efektif (value for money), sehingga penggunaan 



Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan 

 

242 Titik Agus Setiyaningsih 

Daftar Pustaka 

Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik: Suatu pengantar. Jakarta, 
Indonesia: Erlangga. 

Bastian, I. (2019). Akuntansi Sektor Publik: Suatu pengantar. Jakarta: 
Erlangga. 

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2020). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi 
Keuangan Daerah (Edisi Terbaru). Jakarta: Salemba Empat. 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Pedoman 
Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja. Jakarta: Indonesia. 
Kementerian Keuangan RI. 

Mahmudi. (2016). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP 
STIM YKPN. 

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. 

Mardiasmo. (2021). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru). 
Yogyakarta: Andi. 

Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: 
Salemba Empat. 

OECD. (2007). Performance Budgeting In OECD Countries. 

OECD. (2019). Performance Budgeting Framework And Principles 

Robinson, M. (2013). Performance-Based Budgeting. Washington, DC: 
International Monetary Fund. 

Robinson, M., & Brumby, J. (2005). Does Performance Budgeting Work?. 
IMF Working Paper. 

United Nations. (2021). Handbook of Public Sector Transparency And 
Accountability. 

World Bank. (2008). Performance-Based Budgeting. Washington DC: 
World Bank. 

World Bank. (2020). Public Financial Management Reforms: 
Accountability and Performance. 

 

 

 

 



Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan 
 

 

243 Titik Agus Setiyaningsih 

PROFIL PENULIS  

Dr. Titik Agus Setiyaningsih, S.Sos., M.Si.  
Ketertarikan penulis terhadap anggaran 

dimulai pada tahun 2014, pada saat penulis 

diberikan kesempatan untuk menjadi dosen 

pada program studi Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Jakarta. Dan pada saat penulis 

diberikan kesempatan untuk mengampu mata 

kuliah Akuntansi Sektor Publik. Penulis 

memiliki kepakaran dibidang Akuntansi 

Manajemen Syariah. Guna mewujudkan karir 

sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang 

kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan 

didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain peneliti, penulis juga 

menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif 

bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.  

 

Email Penulis: tia_titik@yahoo.co.id.   

  



Pemeriksaan Persidangan: Tata Cara dan Tahapan 
 

 

 

244 Haposan Sahala Raja Sinaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 13 
STUDI KASUS: SISTEM 

PENGUKURAN KINERJA 
DAN EVALUASI 

STRATEGI   
 

 

 

 

Dr. Mohammad Annas, S.Tr.Par., M.M., CSCP., CHRP. 

Universitas Multimedia Nusantara 

 

 

 

 

 

 

 



Studi Kasus: Sistem Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Strategi   

 

245 Mohammad Annas 

Pendahuluan 

Pengukuran kinerja di sektor publik cenderung lebih kompleks 

daripada sektor swasta karena melibatkan tujuan non keuangan 

seperti pelayanan masyarakat, akuntabilitas publik, dan dampak 

sosial, meskipun bukti menunjukkan bahwa integrasi metrik strategis 

dapat meningkatkan efisiensi secara signifikan.   

Evaluasi strategi seringkali menghadapi tantangan politik dan 

regulasi, di mana penelitian menyarankan pendekatan berbasis bukti 

seperti Balanced Scorecard (BSC) untuk menyeimbangkan perspektif 

keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran, walaupun 

adaptasi lokal diperlukan untuk konteks Indonesia (Kridatama, 2024).   

Referensi internasional menekankan evolusi dari model 

tradisional ke multikriteria, sementara jurnal nasional menyoroti 

pentingnya pengendalian strategi untuk keberlanjutan organisasi 

publik, dengan bukti bahwa ketidakselarasan antara pengukuran dan 

evaluasi dapat menghambat pencapaian tujuan.   

Meskipun ada konsensus tentang manfaatnya, isu seperti 

resistensi budaya dan keterbatasan sumber daya sering menjadi 

penghalang, sehingga disarankan integrasi teknologi dan pelatihan 

untuk meningkatkan akurasi evaluasi (Nurhadianthy & Anis, 2023). 

Dalam manajemen strategik sektor publik, pengukuran kinerja dan 

evaluasi strategi merupakan elemen krusial untuk memastikan bahwa 

organisasi dapat mencapai tujuan publik secara efektif dan efisien. 

Pengukuran kinerja melibatkan identifikasi indikator yang relevan 

untuk menilai pencapaian, sementara evaluasi strategi fokus pada 

penyesuaian rencana berdasarkan hasil tersebut.  

Pendekatan ini tidak hanya mendukung akuntabilitas, tetapi juga 

memfasilitasi adaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal, 

seperti kebijakan pemerintah atau tuntutan masyarakat. Studi 

menunjukkan bahwa organisasi publik yang menerapkan sistem 

pengukuran terintegrasi cenderung lebih responsif terhadap 

tantangan, meskipun kompleksitas sektor ini memerlukan 

penyesuaian model dari sektor swasta (Marsus, 2022).  

Konsep pengukuran kinerja di sektor publik mencakup dimensi 

multifaset, termasuk efisiensi operasional, efektivitas layanan, dan 

dampak sosial. Evaluasi strategi, di sisi lain, melibatkan tinjauan 
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berkala terhadap kesesuaian strategi dengan visi organisasi. Referensi 

seperti Balanced Scorecard menawarkan kerangka yang holistik, di 

mana perspektif keuangan digabungkan dengan nonkeuangan untuk 

evaluasi yang lebih seimbang.  

Di Indonesia, pendekatan ini dapat diadaptasi untuk mendukung 

reformasi birokrasi, dengan penekanan pada indikator yang dapat 

diukur secara objektif. Tantangan utama mencakup ketergantungan 

pada data subjektif, resistensi dari pegawai, dan keterbatasan 

anggaran. Penelitian menyarankan bahwa integrasi evaluasi berbasis 

bukti dapat mengurangi bias, sementara pelatihan manajer menjadi 

kunci untuk implementasi yang sukses. Dalam konteks sektor publik, 

faktor politik seringkali mempengaruhi objektivitas, sehingga 

diperlukan mekanisme independen untuk memastikan keadilan.  

Pengukuran kinerja dan evaluasi strategi dalam manajemen 

strategik sektor publik merupakan topik yang semakin relevan di 

tengah tuntutan reformasi administrasi publik global. Sektor publik, 

yang meliputi institusi pemerintahan, badan usaha milik negara, dan 

organisasi nirlaba, menghadapi tantangan unik dibandingkan sektor 

swasta, seperti orientasi pada pelayanan masyarakat daripada 

keuntungan finansial, akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan 

publik, dan pengaruh faktor politik serta regulasi (Singgir et al., 2025).  

Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai proses sistematis untuk 

mengukur pencapaian tujuan organisasi melalui indikator kuantitatif 

dan kualitatif, sementara evaluasi strategi melibatkan penilaian 

kesesuaian dan efektivitas strategi yang telah dirumuskan dalam 

mencapai visi jangka panjang. Kedua elemen ini saling terkait dalam 

kerangka manajemen strategik, di mana pengukuran memberikan 

data empiris untuk evaluasi, dan evaluasi menghasilkan rekomendasi 

untuk penyesuaian strategi. 

Evolusi penelitian tentang pengukuran kinerja di sektor publik 

telah berkembang sejak tahun 1980an, seiring dengan reformasi 

manajemen publik modern yang menekankan efisiensi dan efektivitas. 

Awalnya, fokus pada model tradisional seperti pengukuran 

berdasarkan input dan output, kemudian bergeser ke pendekatan 

multi kriteria seperti Balanced Scorecard (BSC) dan Total Quality 

Management (TQM).  
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Latar Belakang Transformasi Digital di Sektor Publik 

Transformasi digital di sektor publik merupakan respons strategis 

terhadap perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi 

yang telah mengubah cara masyarakat hidup, bekerja, dan 

berinteraksi.  

Masyarakat kini menuntut pelayanan publik yang serba cepat, 

mudah diakses, transparan, dan terintegrasi, sehingga memaksa 

pemerintah untuk meninggalkan pola layanan konvensional yang 

birokratis dan lambat. Dalam konteks ini, digitalisasi diposisikan 

sebagai upaya modernisasi tata kelola pemerintahan melalui 

pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas, 

efisiensi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik.  

Reformasi birokrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia, 

turut menjadi pendorong utama lahirnya inisiatif e-government dan 

transformasi digital. Pemerintah menyadari bahwa proses 

administrasi yang fragmentaris, prosedur yang panjang, serta 

minimnya keterbukaan informasi tidak lagi relevan dalam era 

kompetisi global.  

Transformasi digital dianggap sebagai solusi strategis yang 

mampu memperbaiki kualitas layanan publik, memperkuat 

koordinasi lintas lembaga, serta mendorong percepatan proses bisnis 

pemerintahan. Digitalisasi juga diyakini dapat berkontribusi pada 

peningkatan daya saing nasional melalui penyederhanaan regulasi, 

percepatan perizinan, dan kemudahan akses informasi bagi 

masyarakat maupun dunia usaha. Pandemi COVID-19 kemudian 

mempercepat urgensi transformasi digital di sektor publik.  

Pembatasan aktivitas fisik memaksa pemerintah untuk 

mengalihkan berbagai layanan dan proses administrasi ke platform 

digital agar pelayanan publik tetap berjalan. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa pemerintahan yang tidak memiliki sistem informasi 

terintegrasi, infrastruktur digital memadai, serta SDM yang kompeten 

akan mengalami hambatan serius dalam menjalankan fungsi 

pelayanan. Oleh karena itu, pascapandemi, pemerintah semakin 

menyadari bahwa digitalisasi merupakan kebutuhan strategis, bukan 

sekadar pilihan kebijakan.  
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Gambar 14.1: Transformasi Digital di Sektor Publik 

Sumber: https://cdn.azeusconvene.com/wp-

content/uploads/Image1-12.png. 

 

Namun, perubahan menuju pemerintahan digital tidak terlepas 

dari berbagai tantangan mendasar, seperti kesenjangan digital antara 

daerah, rendahnya literasi digital aparatur, fragmentasi data antar 

instansi, serta tingginya risiko keamanan siber. Tantangan tersebut 

menegaskan pentingnya pendekatan manajemen strategik dalam 

memastikan proses transformasi digital berjalan secara sistematis, 

terarah, dan berkelanjutan. Pemerintah harus memiliki visi digital 

yang jelas, strategi pengembangan teknologi yang kuat, serta 

kebijakan yang mendukung interoperabilitas data dan kolaborasi 

lintas sektor. 

Dengan demikian, latar belakang transformasi digital di sektor 

publik tidak hanya berangkat dari perkembangan teknologi, tetapi 

juga dari kebutuhan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada kepuasan 

masyarakat. Transformasi ini pada hakikatnya merupakan perubahan 

paradigma dan budaya organisasi, bukan sekadar penggunaan 

teknologi semata.  

Oleh sebab itu, manajemen strategik memiliki peran yang sangat 

penting dalam memastikan bahwa seluruh proses digitalisasi mampu 

memberikan nilai tambah nyata bagi publik dan meningkatkan 
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Pendahuluan  

Penerapan manajemen strategik menjadi krusial untuk mengatasi 

berbagai tantangan dalam mewujudkan tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (SDGs), termasuk isu pendanaan, koordinasi 

kelembagaan, ketersediaan data, dan kapasitas sumber daya manusia 

(Suharyani & Djumarno, 2023).  

Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk secara efektif 

mengidentifikasi prioritas, mengalokasikan sumber daya secara 

optimal, dan menyelaraskan berbagai upaya menuju pencapaian 

target SDGs yang kompleks dan saling terkait. Integrasi keberlanjutan 

ke dalam manajemen strategik memungkinkan organisasi untuk 

bergerak melampaui pendekatan bisnis-seperti-biasa, mendorong 

inovasi dan adaptasi yang diperlukan untuk mencapai agenda 2030.  

Pendekatan ini juga mengakomodasi identifikasi tantangan dan 

peluang dalam pengelolaan keberlanjutan, memastikan bahwa tujuan 

sosial dan lingkungan menjadi bagian integral dari kerangka kerja 

strategis (Alkhodary, 2023). Perusahaan dan institusi diharapkan 

tidak hanya sekadar merumuskan tujuan pembangunan 

berkelanjutan, tetapi juga mengintegrasikannya secara mendalam ke 

dalam keseluruhan strategi korporat (Helmold et al., 2024). Hal ini 

mencakup penggabungan isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola 

serta tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam perencanaan jangka 

panjang dan implementasi strategi bisnis.  

Dengan demikian, integrasi keberlanjutan ke dalam pengambilan 

keputusan strategis memberikan keunggulan kompetitif jangka 

panjang dan nilai bisnis yang signifikan (Irawan, 2025). Penyelarasan 

strategi keberlanjutan ini secara mendalam melibatkan evaluasi dan 

kontrol berkelanjutan untuk menghasilkan data yang andal sebagai 

dasar pelaporan terintegrasi, yang krusial untuk memastikan 

kesejahteraan generasi kini dan mendatang dalam batasan ekologis 

planet ini (Beckmann et al., 2023).  

Hal ini menuntut para pemimpin untuk memiliki kemampuan 

merencanakan, menganalisis kendala, dan mengambil keputusan 

strategis yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan 

pada berbagai tingkatan, baik nasional maupun daerah (Suharyani & 
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Djumarno, 2023). Oleh karena itu, penyusunan strategi yang efektif 

memerlukan pemahaman mendalam tentang elemen-elemen yang 

dibutuhkan untuk pembangunan berkelanjutan, termasuk faktor-

faktor pendorong dan alat-alat yang relevan untuk mencapai tujuan 

tersebut.  

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji peran penting 

manajemen strategik sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan dan 

pencapaian target SDGs, serta mengeksplorasi bagaimana integrasi 

keberlanjutan dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi entitas 

bisnis dan organisasi publik.  

 

Manajemen Strategik dan SDGs: Integrasi Konsep  

1. Konsep Manajemen Strategik 

Manajemen strategik merupakan suatu proses dinamis yang 

melibatkan perumusan, implementasi, serta evaluasi keputusan 

lintas fungsional yang memungkinkan organisasi mencapai 

tujuannya (Alkhodary, 2023).  

Pentingnya manajemen strategis semakin diperkuat dengan 

meningkatnya tekanan untuk memastikan produktivitas dan 

efektivitas, yang mendorong perusahaan atau organisasi untuk 

terus meningkatkan sistem manajemen mereka. Pada konteks 

modern, manajemen strategis juga dituntut untuk 

mengintegrasikan aspek keberlanjutan korporat agar selaras 

dengan perubahan lingkungan ekologis dan sosial yang semakin 

cepat. Oleh karena itu, strategi dalam konteks ini tidak hanya 

berfokus pada pencapaian tujuan jangka panjang organisasi, tetapi 

juga mempertimbangkan implikasi jangka panjang terhadap 

lingkungan dan masyarakat.  

Secara lebih spesifik, manajemen strategik mencakup 

serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang mengarah 

pada penentuan kinerja jangka panjang perusahaan (Laugi, 2019). 

Keunggulan kompetitif ini harus unik, berharga, dan sulit ditiru 

agar dapat bertahan lama, seringkali diperoleh melalui aktivitas 

yang berbeda dari pesaing atau dengan melakukan aktivitas yang 

sama namun dengan cara yang inovatif.  
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Pendahuluan 

Transformasi sektor publik di era governance mengharuskan 

pemerintah untuk bekerja lebih transparan, partisipatif, responsif, 

dan kolaboratif (Sendika & Frinaldi, 2025). Etika dan akuntabilitas 

menjadi fondasi utama yang memastikan bahwa proses manajemen 

strategik tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga legitimate secara 

moral serta dapat mempertahankan kepercayaan warga negara.  

Bab ini mengkaji integrasi etika dan akuntabilitas ke dalam 

seluruh siklus manajemen strategik, mencakup perumusan strategi, 

implementasi, monitoring & evaluasi, hingga akuntabilitas publik. 

Pembahasan dilengkapi dengan kerangka teoritis manajemen 

strategik sektor publik, model konseptual integratif, serta studi kasus 

Indonesia dan implementasinya.  

Analisis menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi sektor 

publik tidak hanya bergantung pada kapabilitas teknokratis, tetapi 

pada integritas aparatur, sistem akuntabilitas yang kuat, dan tata 

kelola kolaboratif yang mencegah konflik kepentingan. Bab ini 

memberikan kontribusi terhadap literatur administrasi publik dengan 

menawarkan framework Etika–Akuntabilitas–Strategi (EAS Model) 

yang mensinergikan nilai moral dan logika strategik dalam governance 

modern. Pemerintahan modern dihadapkan pada tantangan kompleks 

yang tidak lagi dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan 

administratif tradisional. Masyarakat kini menuntut pemerintah yang 

lebih sederhana, lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mampu 

menjawab perubahan lingkungan strategis (Ekarini, 2025).  

Transformasi ini tidak hanya teknis, tetapi juga moral. Sebab, 

dalam dunia di mana informasi semakin terbuka, muncul kesadaran 

bahwa kualitas institusi tidak ditentukan hanya oleh capaian kinerja, 

melainkan oleh cara pemerintah mencapai kinerja tersebut (Sofyani & 

Akbar, 2013; Riwukore et al., 2022). Dalam konteks ini, manajemen 

strategik menjadi instrumen yang penting. Namun, manajemen 

strategik tidak bisa bekerja secara optimal tanpa fondasi dua nilai 

dasar: etika publik dan akuntabilitas.  

Keduanya memastikan bahwa penggunaan kekuasaan, 

kewenangan, dan sumber daya publik dilakukan secara benar, adil, 
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dan sesuai dengan kepentingan masyarakat (Rahmandika & 

Nuradhawati, 2025). Hubungan antara etika, akuntabilitas, dan 

manajemen strategik bersifat tidak hanya komplementer, tetapi saling 

menguatkan: 

1. Etika memberi arah moral. 

2. Akuntabilitas memberi mekanisme pertanggungjawaban. 

3. Strategi memberi struktur tindakan. 

 

Ketiga elemen tersebut membentuk governance architecture yang 

menentukan apakah suatu kebijakan publik akan menghasilkan 

manfaat atau justru menciptakan kerugian publik, seperti korupsi, 

diskriminasi, kegagalan proyek, dan erosi kepercayaan. Fenomena-

fenomena seperti skandal e-KTP, penyelewengan dana bansos, 

ketidakefektifan beberapa proyek smart city, dan problem perizinan 

di berbagai daerah menunjukkan bahwa persoalan strategis dalam 

governance seringkali bukan pada ketidakmampuan teknis, tetapi 

pada lemahnya integritas dan akuntabilitas.  

Lebih jauh lagi, era governance dicirikan oleh kolaborasi multi-

aktor antara pemerintah, swasta, masyarakat sipil, dan media. 

Kolaborasi ini membawa peluang, tetapi juga risiko konflik 

kepentingan dan akuntabilitas yang kabur. Inilah tantangan utama 

yang harus ditangani melalui integrasi etika dan akuntabilitas ke 

dalam kerangka manajemen strategik sektor publik. Bagian pertama 

membahas konsep dasar etika publik, akuntabilitas, dan bagaimana 

keduanya terhubung dengan manajemen strategik dalam konteks 

evolusi tata kelola modern. 

 

Etika Dalam Sektor Publik 

1. Hakikat Etika Publik 

Etika publik merupakan seperangkat prinsip moral yang 

membimbing perilaku aparatur negara dalam menjalankan fungsi 

pemerintahan. Etika tidak hanya dipahami sebagai kewajiban 

mematuhi regulasi administratif, melainkan sebagai komitmen 

normatif untuk menempatkan kepentingan publik di atas 

kepentingan pribadi, kelompok, ataupun politik.  
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